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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala saat pembayaran QRIS
yaitu transaksi saldo QRIS yang tidak masuk ke rekening merchant, padahal saldo
pelanggan sudah terpotong dan berhasil, yang diamali oleh merchant Angkringan
Omah Petoeng Desa Purworejo, Kabupaten Tulungagung. Dikarenakan dalam
Peraturan Bank Indonesia konsumen memiliki hak untuk mendapat keamanan dalam
menggunakan produknya. Selain hal itu, belum terdapat secara spesifik peraturan
mengenai masalah sistem yang eror atau saldo terpending.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk memaparkan Perlindungan
Hukum Terhadap Merchant Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS
di Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung (2) untuk
menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari Hukum Positif (3)
untuk menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan
jenis penelitian lapangan atau studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Perlindungan
Hukum Terhadap Merchant Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS
di Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung bahwa
pihak bank telah menyediakan tata cara pengajuan keluhan dan dokumen yang
diperlukan. Seperti merchant diminta untuk membawa KTP, menunjukkan nomor
rekening, serta menceritakan bagaimana kronologi ataupun pengajuan keluhan. Jika
dalam waktu 3x24 jam pihak CS bank mengarahkan untuk melakukan panggilan ke
telepon 14 ribu. Namun dalam waktu 3 hari saldo telah masuk kedalam rekening
merchant (2) Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari Hukum Positif,
bahwa pihak konsumen atau pengguna QRIS telah memenuhi kewajibannya
sebagaimana termuat dalam UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999,
namun pihak merchant selaku pelaku usaha belum terpenuhi haknya untuk
mendapatkan pembayaran yang sesuai. Jika dalam Peraturan Bank Indoneisa,
Bank penerbit QRIS telah melakukan bentuk perlindungan hukum dengan
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berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen No.
3 Tahun 2023, dan telah melakukan penyelesaian pengaduan dimana saldo
merchant dapat masuk kedalam rekeningnya. (3) Implementasi Perlindungan
Hukum Terhadap Merchant Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS
ditinjau dari Hukum Islam, bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam yang tersebut
dipraktikkan bahwa PJSP sudah memenuhi sifat amanah dan tanggungjawab yaitu
dengan menyelesaikan dan melayani terkait keluhan merchant. Selain itu, PJSP
tersebut telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen didalam Hukum Islam
yaitu, At-Tauhid, Al-lIhsan, Al-Amanah, dan As-Shiddig.
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ABSTRACT
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This research is motivated by the existence of obstacles during QRIS
payments, namely QRIS balance transactions that do not enter the merchant's
account, even though the customer's balance has been deducted and successful,
which is practiced by the merchant Angkringan Omah Petoeng Purworejo Village,
Tulungagung Regency. Due to Bank Indonesia regulations, consumers have the
right to get security in using their products. Apart from that, there are no specific
regulations regarding the problem of system errors or pending balances.

The objectives of this research are: (1) to describe the Legal Protection of
Merchants in QRIS-Based Non-Cash Payment Transactions at Angkringan Omah
Petoeng Purworejo Village, Tulungagung Regency (2) to analyze the
Implementation of Legal Protection Against Merchants in QRIS-Based Non-Cash
Payment Transactions in terms of Positive Law (3) to analyze the Implementation
of Legal Protection Against Merchants in QRIS-Based Non-Cash Payment
Transactions in terms of Islamic Law.

The research method used by researchers is a qualitative method and type
of field research or field study. The data collection techniques used in this
research are observation, interviews, and documentation. While data analysis
techniques use data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of legal
protection against merchants in QRIS-based non-cash payment transactions at
Angkringan Omah Petoeng Purworejo Village, Tulungagung Regency is that the
bank has provided procedures for filing complaints and the necessary documents.
Like merchants are asked to bring ID cards, show account numbers, and tell how
the chronology or filing of complaints. If within 3x24 hours the CS bank directs to
make a call to telephone 14 thousand, but within 3 days the balance has entered
the merchant's account. (2) Implementation of Legal Protection Against
Merchants in QRIS-Based Non-Cash Payment Transactions in terms of Positive
Law, that the consumer or QRIS user has fulfilled his obligations as contained in
the Consumer Protection Law No.8 of 1999, but the merchant as a business actor
has not fulfilled his right to get the appropriate payment. If in Bank Indonesia
Regulation, the QRIS issuing bank has carried out a form of legal protection based
on Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection No. 3 of 2023, and has
resolved complaints where the merchant's balance can enter his account. (3)
Implementation of Legal Protection Against Merchants in QRIS-Based Non-Cash
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Payment Transactions in terms of Islamic Law, that it is in accordance with
Islamic law which is practiced that PJSP has fulfilled the nature of trust and
responsibility, namely by resolving and serving related to merchant complaints. In
addition, the PJSP has fulfilled the principles of consumer protection in Islamic
Law, namely, At-Tauhid, Al-lhsan, Al-Amanah, and As-Shiddig.
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